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Abstract 
Early settlement in murābahah financing requires legal certainty and 

Sharīʿah compliance to ensure a balanced relationship between 
Islamic financial institutions and customers. The issuance of the 

Fatwa of the National Sharīʿah Board of the Indonesian Council 
of Ulama Number 153 of 2022 concerning the Settlement of 
murābahah Receivables Prior to Maturity represents a regulatory 

reform aimed at strengthening Sharīʿah governance in Islamic 
financing practices. This study examines the conformity of the 
early settlement policy implemented by harta insan karimah Islamic 
Rural Bank with the provisions of the fatwa. Using a qualitative 
method with an empirical case study approach, data were collected 
through interviews, observations, and document analysis and 
examined descriptively. The findings indicate that rebates granted 
to customers who settle their obligations before maturity are 

consistent with earlier Sharīʿah rulings and reflect the principle of 
murābahah. Nevertheless, several aspects of the policy have not 
fully aligned with the substantive provisions introduced by the 
2022 fatwa. The study highlights the importance of aligning 

institutional policies with contemporary Sharīʿah regulations to 

enhance legal certainty, Sharīʿah compliance, and financing 
governance. 

 
INTRODUCTION 

Pembiayaan murābahah merupakan akad yang paling dominan dalam industri 
perbankan syariah di Indonesia, dengan porsi mencapai sekitar 60% dari total 
pembiayaan perbankan syariah (Rinita & Khairul, 2025; Siyamto et al., 2025). 
Tingginya penggunaan akad ini didorong oleh karakteristiknya yang sederhana, 
mudah dipahami, serta mampu memenuhi berbagai kebutuhan konsumtif 
masyarakat, seperti pembelian rumah, kendaraan bermotor, dan kebutuhan lainnya. 
Secara terminologis, murābahah merupakan akad jual beli yang dilakukan dengan 
mengungkapkan harga perolehan barang kepada pembeli dan menambahkan 
keuntungan (margin) yang disepakati oleh para pihak (Diah & Zulhamdi, 2022; 
Mukarromah et al., 2024). Menurut Nugroho et al., (2025), karakteristik utama akad 
ini terletak pada transparansi harga pokok dan margin keuntungan sehingga 
memberikan kepastian hukum dalam transaksi. Dominasi pembiayaan murābahah 
menunjukkan bahwa akad ini menjadi instrumen utama dalam mendukung fungsi  
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intermediasi perbankan syariah sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap 
pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah (Rismanto, 2025). 

Dalam praktiknya, pembiayaan murābahah dilaksanakan melalui mekanisme 
pembelian barang oleh lembaga keuangan syariah yang kemudian menjualnya kepada 
nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang telah disepakati 
(Imama, 2015; Nasution, 2021). Hubungan hukum antara lembaga keuangan syariah 
dan nasabah dibangun melalui akad yang mengikat sehingga masing-masing pihak 
memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan perjanjian. 
Nasabah pada umumnya melakukan pembayaran secara angsuran berdasarkan jadwal 
yang telah ditentukan. Akan tetapi, dalam kondisi tertentu nasabah dapat melunasi 
kewajibannya sebelum jatuh tempo. Berbeda dengan perbankan konvensional yang 
umumnya mengenakan penalti atas pelunasan dipercepat sebagai kompensasi atas 
hilangnya keuntungan yang diproyeksikan, pembiayaan murābahah mengenal konsep 
khasm atau muqasah, yaitu potongan pelunasan yang diberikan kepada nasabah sebagai 
bentuk kemudahan dan keringanan. Dalam perspektif syariah, pemberian potongan 
tersebut mencerminkan prinsip taysīr (kemudahan) dan maslahah (kemanfaatan) 
selama tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan bebas dari unsur riba 
(Nurhasanah & Mualim, 2026). 

Pengaturan mengenai potongan pelunasan dalam pembiayaan murābahah pada 
awalnya diatur melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Potongan Pelunasan dalam murābahah dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang 
Potongan Tagihan murābahah. Seiring berkembangnya praktik lembaga keuangan 
syariah, diterbitkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 
153 Tahun 2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah Sebelum Jatuh 
Tempo yang memberikan pengaturan lebih rinci mengenai mekanisme pelunasan 
dipercepat dan pemberian potongan kepada nasabah. Kehadiran fatwa tersebut 
bertujuan memperkuat kepastian hukum, meningkatkan perlindungan nasabah, serta 
memperkokoh kepatuhan syariah dalam praktik pembiayaan murābahah. 

Kajian mengenai pembiayaan murābahah telah banyak dilakukan dalam 
perspektif fikih muamalah, hukum ekonomi syariah, maupun praktik perbankan 
syariah. Marzuki & Marzuki, (2024); Millah et al., (2025) menjelaskan bahwa 
murābahah merupakan akad jual beli yang menempatkan transparansi harga pokok dan 
margin keuntungan sebagai karakteristik utama sehingga mampu memberikan 
kepastian hukum dan kemudahan implementasi. Pasarela, (2025) menambahkan 
bahwa dominasi pembiayaan murābahah dalam industri perbankan syariah disebabkan 
oleh tingkat risiko yang relatif rendah serta kemampuannya dalam memenuhi 
kebutuhan pembiayaan masyarakat secara efektif. 

Penelitian mengenai aspek hukum dan implementasi pembiayaan murābahah 
juga menunjukkan pentingnya kepatuhan terhadap prinsip syariah. Setiyowati et al., 
(2024) menemukan bahwa pelaksanaan pembiayaan murābahah harus didasarkan pada 
kepastian akad dan pemenuhan hak serta kewajiban para pihak. Zulhasida & 
Syaputra, (2025) menegaskan bahwa kepatuhan syariah menjadi faktor penting untuk 
memastikan produk pembiayaan berjalan sesuai dengan fatwa dan regulasi yang 
berlaku. Selanjutnya, Amanda et al., (2025) menyimpulkan bahwa pemberian 
potongan pelunasan sebelum jatuh tempo merupakan wujud penerapan prinsip 
keadilan dan kemaslahatan dalam transaksi keuangan syariah. Anggraini & Fasa, 
(2024) menemukan bahwa kebijakan potongan pelunasan dapat meningkatkan 
loyalitas nasabah serta memperkuat citra lembaga keuangan syariah. 

Perkembangan penelitian mengenai implementasi Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 menunjukkan hasil yang 
beragam. Mardiaton et al., (2025) menemukan bahwa pelaksanaan pelunasan utang 
pembiayaan murābahah sebelum jatuh tempo pada salah satu bank syariah belum 
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sepenuhnya sesuai dengan ketentuan fatwa, terutama terkait mekanisme pemberian 
potongan yang masih bergantung pada permohonan nasabah. Sebaliknya, praktik 
pelunasan dipercepat pada objek penelitiannya telah sesuai dengan ketentuan fatwa 
karena potongan diberikan kepada nasabah yang melunasi kewajibannya sebelum 
jatuh tempo. Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi 
Fatwa Nomor 153 Tahun 2022 masih beragam pada masing-masing lembaga 
keuangan syariah dan memerlukan kajian empiris lebih lanjut. 

Penelitian terdahulu umumnya membahas konsep murābahah, potongan 
pelunasan, kepatuhan syariah dalam pembiayaan, serta implementasi Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 pada bank umum 
syariah. Namun, kajian yang secara khusus menganalisis kebijakan pelunasan 
dipercepat pada Bank Perekonomian Rakyat Syariah dengan menggunakan Fatwa 
Nomor 153 Tahun 2022 sebagai instrumen analisis masih sangat terbatas. Selain itu, 
hasil penelitian sebelumnya menunjukkan temuan yang berbeda mengenai kesesuaian 
praktik pelunasan dipercepat dengan ketentuan fatwa, sehingga masih terdapat 
kesenjangan empiris yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 tentang 
Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah Sebelum Jatuh Tempo pada Bank 
Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Ciledug. Berbeda dengan 
penelitian terdahulu yang umumnya berfokus pada bank umum syariah atau hanya 
menelaah aspek normatif fatwa, penelitian ini mengintegrasikan analisis normatif 
terhadap ketentuan fatwa dengan kajian empiris terhadap kebijakan dan praktik 
pelunasan dipercepat yang diterapkan oleh bank pembiayaan rakyat syariah. 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam 
menjelaskan tingkat kesesuaian implementasi kebijakan pelunasan dipercepat dengan 
ketentuan fatwa terbaru serta mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan 
penyesuaian guna memperkuat kepastian hukum dan kepatuhan syariah. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pelunasan dipercepat 
pada pembiayaan murābahah yang diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat Syariah 
Harta Insan Karimah Ciledug serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 tentang 
Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah Sebelum Jatuh Tempo. Selain itu, penelitian 
ini juga bertujuan mengidentifikasi implikasi penerapan fatwa tersebut terhadap 
penguatan kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan kepatuhan syariah dalam 
praktik pembiayaan pada bank pembiayaan rakyat syariah. 

Berdasarkan latar belakang, landasan teori, dan kajian penelitian terdahulu yang 
telah diuraikan, penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana kebijakan pelunasan 
dipercepat pada pembiayaan murābahah diterapkan oleh Bank Perekonomian Rakyat 
Syariah Harta Insan Karimah Ciledug serta sejauh mana kebijakan tersebut telah 
sesuai dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah murābahah 
Sebelum Jatuh Tempo. Penelitian ini juga mengkaji implikasi penerapan fatwa 
tersebut terhadap penguatan kepastian hukum, perlindungan nasabah, dan kepatuhan 
syariah dalam praktik pembiayaan murābahah. 
 
METHODS 

Penelitian ini dirancang untuk mengkaji secara komprehensif implementasi 
kebijakan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murābahah serta tingkat 
kesesuaiannya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
Nomor 153 Tahun 2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah Sebelum 
Jatuh Tempo. Mengingat objek penelitian tidak hanya berkaitan dengan norma 
hukum yang tertuang dalam fatwa, tetapi juga praktik yang diterapkan oleh lembaga 
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keuangan syariah, penelitian ini memadukan analisis normatif dan empiris untuk 
memperoleh pemahaman yang utuh mengenai fenomena yang diteliti. Data 
dikumpulkan dari berbagai sumber melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, 
kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesesuaian antara 
ketentuan syariah dan praktik operasional yang berlangsung pada Bank 
Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Ciledug. Pendekatan ini dipilih 
karena memungkinkan peneliti memperoleh gambaran mendalam mengenai 
implementasi kebijakan pelunasan dipercepat dalam konteks nyata serta faktor-faktor 
yang memengaruhi penerapannya (Creswell & Poth, 2018; Engkizar et al., 2026; 
Eriyanti et al., 2020; Hidayat et al., 2024; Muhlasin et al., 2026; Sari et al., 2025; Yin, 
2018). 
Metode dan Jenis  

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain studi kasus dan 
pendekatan empiris. Studi kasus digunakan untuk memperoleh pemahaman yang 
mendalam mengenai suatu fenomena, peristiwa, atau praktik yang terjadi dalam 
konteks nyata dan pada lokasi tertentu (Engkizar et al., 2024; Yin, 2018). Pendekatan 
ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi secara komprehensif kebijakan pelunasan 
dipercepat pada pembiayaan murābahah yang diterapkan oleh Bank Perekonomian 
Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Ciledug serta mengidentifikasi faktor-faktor 
yang memengaruhi implementasinya. Pendekatan empiris digunakan untuk mengkaji 
bagaimana ketentuan syariah yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 diimplementasikan dalam praktik 
operasional lembaga keuangan syariah (Rahmayani & Umiyati, 2025; Suganda, 2022). 
Penggunaan studi kasus dengan pendekatan empiris dinilai tepat karena penelitian ini 
tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengevaluasi 
penerapannya secara langsung dalam praktik pelunasan pembiayaan murābahah. 
Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan 
Karimah Ciledug. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa 
lembaga tersebut secara aktif menyalurkan pembiayaan murābahah dan telah 
menerapkan kebijakan pelunasan dipercepat bagi nasabah. Selain itu, lembaga ini 
menjadi salah satu bank pembiayaan rakyat syariah yang beroperasi berdasarkan 
prinsip syariah dan ketentuan fatwa yang berlaku. Pemilihan lokasi ini dinilai tepat 
karena menyediakan data empiris yang relevan untuk menganalisis kesesuaian antara 
kebijakan pelunasan dipercepat dan ketentuan fatwa yang menjadi fokus penelitian. 
Sumber Data 

Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang berwenang dan terlibat dalam 
pengelolaan pembiayaan murābahah di Bank Perekonomian Rakyat Syariah Harta 
Insan Karimah Ciledug. Adapun data sekunder diperoleh dari fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal 
ilmiah, dan dokumen internal yang berkaitan dengan pelunasan dipercepat pada 
pembiayaan murābahah (Hasanah & Ibrahim, 2013; Manan & Cholifah, 2023; 
Sugiyono, 2022). Penggunaan data primer dan data sekunder secara bersamaan dinilai 
tepat karena memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang komprehensif 
mengenai aspek normative dan aspek empiris dari objek yang diteliti. 
Instrumen  

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen utama (human 
instrument) yang berperan dalam mengumpulkan, menginterpretasikan, dan 
menganalisis data (Moleong, 2021). Untuk mendukung proses tersebut digunakan 
pedoman wawancara, lembar observasi, dan dokumentasi sebagai instrumen 
pendukung. Penggunaan instrumen tersebut dinilai tepat karena memungkinkan data 
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diperoleh secara sistematis sekaligus memberikan fleksibilitas bagi peneliti dalam 
menggali informasi yang relevan dengan fokus penelitian. 
Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. 
Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai 
kebijakan pelunasan dipercepat yang diterapkan oleh bank. Observasi dilakukan 
untuk memahami proses pelaksanaan kebijakan tersebut dalam praktik, sedangkan 
dokumentasi digunakan untuk menelaah berbagai dokumen yang berkaitan dengan 
pembiayaan murābahah dan pelunasan dipercepat. Kombinasi ketiga teknik ini dinilai 
tepat karena memungkinkan proses triangulasi data sehingga informasi yang 
diperoleh menjadi lebih lengkap, mendalam, dan dapat dipercaya (Creswell & Plano 
Clark, 2018). 
Teknik Analisis Data 

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan model 
interaktif Huberman, (2014) yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan 
penarikan kesimpulan. Data yang telah terkumpul diklasifikasikan berdasarkan fokus 
penelitian, kemudian dibandingkan dengan ketentuan yang terdapat dalam Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 serta 
fatwa-fatwa terkait lainnya. Teknik analisis ini dinilai tepat karena mampu 
menghasilkan pemahaman yang sistematis mengenai tingkat kesesuaian antara 
ketentuan normatif fatwa dan praktik pelunasan dipercepat yang diterapkan oleh 
lembaga keuangan syariah. 
Keabsahan Data 

Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode. 
Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari 
narasumber, dokumen, dan hasil observasi, sedangkan triangulasi metode dilakukan 
dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penggunaan 
teknik triangulasi dinilai tepat karena dapat meningkatkan kredibilitas, dependabilitas, 
dan konfirmabilitas hasil penelitian, sehingga temuan yang dihasilkan memiliki tingkat 
validitas yang lebih kuat. 
 
RESULT AND DISCUSSION 

Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah 
didirikan pada tanggal 8 September 1993, berpengalaman selama 29 tahun di dunia 
perbankan syariah. Perseroan telah meletakkan pondasi yang kuat untuk menjaga 
pertumbuhan kinerja yang sehat dan berkesinambungan melalui pengembangan 
sektor pembiayaan dengan  prinsip kehati-hatian (prudental banking) yang 
berorientasi kepada pelayanan cepat dan Islami. 

Adapun visi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Harta 
Insan Karimah “Terwujudnya Bank Syariah yang Unggul dan Terpercaya” sedangkan 
Misi: “Menjalankan usaha perbankan yang sehat dan amanah, Memberikan pelayanan 
yang terbaik dan Islami, Berperan aktif dalam pengembangan dunia usaha dan 
peningkatan kesejahteraan masyarakat, Meningkatkan kemakmuran pemegang sahan 
pengurus dan karyawan, dan Menjalankan misi dakwah yang rahmatan lil alamin. 
Analisis Kebijakan Praktik Akad Murābahah Pada Pelunasan Utang Sebelum 
Jatuh Tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah 
Harta Insan Karimah 

Pembiayaan syariah adalah komponen penting dari sistem keuangan yang 
berlandaskan prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, Fatwa No. 
23/DSNMUI/III/2002 yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia mengenai 
diskon pelunasan pembiayaan murābahah sebelum jatuh tempo memberikan panduan 
bagi bank dan lembaga keuangan syariah dalam memberikan potongan harga kepada 
nasabah yang melunasi pembiayaan lebih awal. 
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Dalam pelaksanaan substansi Fatwa No. 23/DSNMUI/III/2002 tersebut 
terdapat dua bentuk praktik di Lembaga Keuangan Syariah, yaitu: sebagian Lembaga 
Keuangan Syariah memberikan potongan kewajiban nasabah pada saat pelunasan 
dipercepat; dan Sebagian yang lain tidak memberikan pofongan kewajiban nasabah 
pada saat pelunasan diperc epat, atau memberikan potongan tapi nasabah merasa 
tidak puas; Bentuk praktik yang kedua ini menimbulkan persepsi dan reputasi yang 
tidak baik bagi Lembaga Keuangan Syariah. 

Terjadilah beberapa perselisihan antara nasabah dan Lembaga Keuangan 
Syariah terhadap pembiayaan utang murābahah sebelum jatuh tempo ini, sehingga 
pihak Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memandang perlu adanya 
tambahan penjelasan secara rinci yang ditetapkan dalam Fatwa, yaitu muncul lah 
Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No.153/DSN-
MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan  Utang  Pembiayaan  Murābahah Sebelum  Jatuh  
Tempo. Munculnya Fatwa ini dapat memperbaiki lembaga keuangan syariah dari 
persepsi negatif masyarakat. 

Kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah dalam 
pelunasan utang pembiayaan murābahah sebelum jatuh tempo boleh memberikan 
potongan kepada nasabah yang melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau 
lebih cepat dari waktu yang telah disepakati. Dalam hal ini Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Harta Insan Karimah menggunakan sistem potongan Khasm Fi Al-Murabahah, 
yang mana sistem potongan ini sesuai dengan ketentuan Fatwa sebelumnya yakni 
Fatwa DSN-MUI No. 23/DSN-MUI/III/2002 tentang potongan pelunasan dalam 
Murabahah yang mana besar potongan akan diserahkan pada kebijakan dan 
pertimbangan LKS. Maka, penerapan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No.153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan 
Murabahah Sebelum Jatuh Tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 
Karimah belum dipraktikkan. 
Analisis Kesesuaian Kebijakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 
Karimah Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No.153/DSN-MUI/VI/2022 

Setelah melakukan wawancara dengan narasumber Bapak Faishal Haris sevagai 
Division Head of Risk Management and Compliance Bank Pembiayaan Rakyat 
Syariah Harta Insan Karimah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No.153/DSN-MUI/VI/2022 Tentang Pelunasan Utang Pembiayaan 
Murabahah Sebelum Jatuh Tempo dan telah ditemukan jawaban, penulis menganalisa 
kesesuaian kebijakan akad Murabahah pada Pelunasan Utang Pembiayaan Murabahah 
Sebelum Jatuh Tempo dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 153/DSN-MUI/VI/2022. Adapun Analisa dibuat dalam bentuk 
tabel untuk mempermudah mencapai hasil kesesuaian. 
Tabel 1. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 

No. 153/DSN-MUI/VI/2022 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta 
Insan Karimah 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Dalam Pembiayaan Murabahah 
pada saat akad harus 
disepakati: 
1. Harga Perolehan 
2. Harga Jual Tunai (Tsaman 

Naqdy) belum sesuai 
3. Harga Jual Tidak tunai 

(Qimah Ismiyyah) 

Harga perolehan sudah 
disepakati bersama 
nasabah, begitu pula 
harga jual. Akan tetapi 
belum ada kesepakatan 
berapa Tsaman Naqdy 
Qimah Ismiyyah nya 

Belum selesai 

Pelunasan Utang Pembiayaan 
Murabahah Sebelum Jatuh 

Sudah dipraktikkan, 
akan tetapi masih 

Sesuai 
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Tempo boleh dilakukan baik 
atas kehendak nasabah 
maupun atas kehendak 
Lembaga Keuangan Syariah.  

menggunakan Fatwa 
lama dengan sistem 
potongan Khasm Fi Al-
Murabahah yang mana 
potongan akan 
diserahkan kepada 
Lembaga Keuangan 
Syariah. Lembaga 
Keuangan Syariah akan 
memepertimbangkan 
berapa jumlah 
potongan dan boleh 
tidak diberikan 
potongan.  

Jika Pelunasan Utang 
Pembiayaan Murabahah 
Sebelum Jatuh Tempo 
dilakukan, baik atas kehendak 
nasabah maupun atas 
kehendak Lembaga Keuangan 
Syariah, Lembaga Keuangan 
Syariah sebagai penjual wajib 
memberikan potongan harga 
dari Qimah Ismiyyah 

Bank sudah 
memberikan potongan, 
akan tetapi 
potongannyadari harga 
jual dengan sistem 
Khasm Fi Al-Murabahah, 
bukan potongan dari 
Qimah Ismiyah. 

Belum sesuai 

Atas potongan harga dari 
Qimah Ismiyyah & sebagaimana 
dimaksud pada angka 3, maka 
total sisa harga yang harus 
dibayarkan oleh nasabah 
sebagai pembeli pada saat 
Pelunasan Utang Pembiayaan 
Murabahah Sebelum Jatuh 
Tempo adalah Qimah Haliyyah 
dikurangi dengan ansuran yang 
telah dibayar 

Belum dipraktikkan, 
karena masih 
menggunakan Fatwa 
lama yaitu Fatwa No. 
23/DSNMUI/III/2002 
Tentang Potongan 
Pelunasan Dalam 

Murᾱbahah 

Belum selesai 
 

Dalam hal Pelunasan Utang 
Pembiayaan Murabahah 
Sebelum Jatuh Tempo 
dilakukan atas kehendak 
nasabah, Lembaga Keuangan 
Syariah boleh mengenakan 
biaya riil dan biaya untuk 
penyelesaian administrasi 
pengakhiran akad Murabahah 
kepada nasabah 

Bank memberikan 
biaya Rill kepada 
nasabah sebagai biaya 
untuk penyelesaian 
administrasi 
pengakhiran Pelunasan 
Utang Pembiayaan 
Murabahah Sebelum 
Jatuh Tempo. 

Sesuai 

Ketentuan lebih lanjut pada 
angka 4 dan 5 harus 
berpedoman pada: 
1. Ketentuan terkait 

komponen penentuan biaya 
riil sebagaimana ketentuan 
Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama 

Sudah dipraktikkan, 
sesuai dengan isi Fatwa 
Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama 
Indonesia No. 
134/DSN-
MUI/II/2020 
tentang Biaya Riil dan 

Sesuai 
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Indonesia No.134/DSN 
MUI/II/2020 tentang Biaya 
Rill Sebagai Akibat 
Penjadwalan Kembali 
Tagiha 

2. Ketentuan peraturan 
otoritas terkait 

ketentuan peraturan 
otoritas terkait. 

 
Berdasarkan Analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pelunasan utang 

pembiayaan murābahah sebelum jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Harta Insan Karimah dalam kesesuaian nya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No. 153/DSN-MUI/VI/2022 belum sepenuhnya sesuai. 
Dikarenakan pihak Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah masih 
menelaah dan meneliti Fatwa tersebut. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 
Karimah masih menggunakan Fatwa No. 23/DSN-MUI/II/2002 Tentang Potongan 
Pelunasan Dalam Murabahah dan menggunakan sistem potongan Khasm Fi Al-
Murabahah. 
Tabel 2. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No. 23/DSN-MUI/III/2002 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 

Karimah  

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Jika nasabah dalam transaksi 
Murabahah dalam melakukan 
pelunasan pembayaran Bank 
memberikan potongan jika 
nasabah melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu atau 
lebih cepat dari waktu yang telah 
disepakati, dalam internal 
Lembaga Keuangan Syariah 
biasanya sudah dibuat ketentuan 
untuk hitungan mengenai 
potongan yang diberikan dengan 
berbagai syarat, seperti tidak 
syarat tidak diperjanjikan dalam 
akad. 

Bank memberikan 
potongan jika nasabah 
melakukan pelunasan 
pembayaran tepat waktu 
atau lebih cepat dari waktu 
yang telah disepakati, dalam 
internal Lembaga Keuangan 
Syariah biasanya sudah 
dibuat ketentuan untuk 
hitungan mengenai 
potongan yang diberikan 
dengan berbagai syarat, 
seperti tidak. 

Sesuai 

Besar potongan sebagaimana 
dimaksud diatas diserahkan pada 
kebijakan dan pertimbangan 
Lembaga Keuangan Syariah. 

Pada dasarnya memberikan 
potongan adalah hak 
Lembaga Keuangan 
Syariah, meski dalam Fatwa 
terbaru menjadi kewajiban 
Lembaga Keuangan Syariah 
dan Hak nasabah, dalam 
internal Lembaga Keuangan 
Syariah biasanya sudah 
dibuat ketentuan untuk 
hitungan mengenai 
potongan yang diberikan 
dengan berbagai syarat, 
seperti tidak boleh ada 
tunggakan dan nasabah 
yang kooperatif. 

Sesuai 
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Berdasarkan Analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pelunasan utang 
pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
Harta Insan Karimah dalam kesesuaian nya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No. 23/DSN-MUI/III/2002 sudah sesuai dengan 
ketentuan fatwa, dimana besar potongan dan keputusan untuk memberikannya 
diserahkan sepenuhnya pada kenijakan dan pertimbangan Lembaga Keuangan 
Syariah. 
Tabel 3. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No. 46/DSN-MUI/II/2005 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 

Karimah 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Lembaga Keuangan 
Syariah boleh memberikan 
potongan dari total 
kewajiban kepada nasabah 
dalam transaksi (akad) 
Murabahah yang telah 
melakukan kewajiban 
pembayaran cicilannya 
dengan tepat dan nasabah 
yang mengalami 
penurunan kemampuan 
pembayaran. 

Sebelum dilakukan pelunasan, 
nasabah melakukan konfirmasi 
kepada marketing Bank Pembiayaan 
Rakyat Syariah Harta Insan Karimah, 
untuk dimintakan 
keterangansisahutangnya. Kemudian 
dibuat perhitungan nilai pelunasan 
nya dan diajukan ke nasabah, jika 
nasabah sepakat, maka proses 
pelunasannyadilakukan. Tentunya 
setelah nasabah melakukan 
penyetoran Sisa utang 
yangakandilunasi. Setelah itu Lembaga 
Keuangan Syariah akan menghitung 
potongan biaya pelunasan utang 
sebelum jatuh tempo. Untuk nasabah 
yang mengalami penurunan 
kemampuan pembayaran, bank akan 
memberikan potongan kepada 
nasabah dan juga memberikan 
tambahan waktu dalam pelunasan 
utangnya. 

Sesuai 

Besar potongan 
sebagaimana yang 
dimaksud diatas 
diserahkan pada kebijakan 
Lembaga Keuangan 
Syariah. 

Setelah melakukan pelunasan utang, 
Lembaga Keuangan Syariah akan 
menghitung jumlah potongan 
pembiayaan kepada nasabah. Begitu 
juga dengan nasabah yang mengalami 
penurunan kemampuan pembayaran. 

Sesuai 

Pemberian potongan tidak 
boleh diperjanjikan dalam 
akad. 

Bank dapat memberikan insentif atau 
potongan jika nasabah membayar 
lebih awal dari jadwal yang telah 
ditentukan, namun hal ini tidak 
diperjanjikan di awal akad. Jika 
nasabah mengalami kesulitan 
keuangan, bank dapat melakukan 
penjadwalan ulang pembayaran atau 
memberikan keringanan setelah 
kontrak berlangsung, tetapi ini juga 
tidak diperjanjikan di awal akad. 

Sesuai 

 
Berdasarkan Analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik pelunasan utang 

pembiayaan Murabahah sebelum jatuh tempo di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah 
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Harta Insan Karimah dalam kesesuaian nya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional 
Majelis Ulama Indonesia No. 46/DSN-MUI/II/2005 sudah sesuai dengan ketentuan 
fatwa, Dengan demikian, prinsip ini memastikan bahwa akad Murabahah tetap sesuai 
dengan ketentuan syariah dan menghindari adanya unsur yang tidak jelas atau tidak 
adil dalam kontrak awal. 
Tabel 4. Kesesuaian Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No. 134/DSN-MUI/II/2020 di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan 

Karimah 

Ketentuan Fatwa Praktik Keterangan 

Biaya Riil yang boleh 
dikenakan oleh Lembaga 
Keuangan Syariah kepada 
nasabah harus memenuhi 
kriteria sebagai berikut: 
1. Biaya komunikasi 
2. Baiaya surat menyurat 
3. Biaya alat tulis kantor 

(Alat Tulis Kantor) 
4. Biaya perjalanan 
5. Biaya jasa konsultasi 

hukum 
6. Biaya jasa notariat 
7. Biaya pengikatan 

jaminan 
8. Biaya perpajakan 
9. Biaya asuransi 
10. Biaya penaksiran ulang 

atas aset bagunan 

Bank memberikan biaya Rill kepada 
nasabah sebagai biaya penyelesaian 
administrasi pengakhiran Pelunasan 
Utang Pembiayaan Murabahah 
Sebelum Jatuh Tempo sesuai 
dengan Fatwa Dewan Syariah 
Nasional Majelis Ulama Indonesia 
No. 134/DSN-MUI/II/2020 
dengan perhitungan sesuai kriteria 
yang dikenakan. 

Sesuai 

 
Berdasarkan analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik biaya Riil boleh 

dikenakan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada nasabah, dan praktik ini sudah 
diterapkan di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Harta Insan Karimah. 

 
CONCLUSION 

Kebijakan pelunasan dipercepat pada pembiayaan murābahah di Bank 
Perekonomian Rakyat Syariah Harta Insan Karimah Ciledug telah mengakomodasi 
pemberian potongan (khasm) kepada nasabah yang melunasi kewajibannya sebelum 
jatuh tempo. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip maslahah, keadilan, 
dan kemudahan dalam transaksi keuangan syariah. Namun, hasil analisis 
menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya selaras 
dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 
153 Tahun 2022 tentang Pelunasan Utang Pembiayaan murābahah Sebelum Jatuh 
Tempo. Meskipun demikian, praktik yang diterapkan masih sesuai dengan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Potongan Pelunasan dalam murābahah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama 
Indonesia Nomor 46 Tahun 2005 tentang Potongan Tagihan murābahah, dan Fatwa 
Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 134 Tahun 2020 tentang 
Biaya Riil sebagai Akibat Penjadwalan Kembali Tagihan. 

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis implementasi Fatwa Dewan 
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 153 Tahun 2022 pada Bank 
Perekonomian Rakyat Syariah yang masih relatif terbatas dalam kajian hukum 
ekonomi syariah. Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara 
ketentuan normatif fatwa dan praktik operasional lembaga keuangan syariah, 
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khususnya dalam mekanisme pemberian potongan pelunasan sebelum jatuh tempo. 
Oleh karena itu, hasil penelitian ini berimplikasi pada pentingnya harmonisasi 
kebijakan internal lembaga keuangan syariah dengan regulasi syariah terkini guna 
memperkuat kepatuhan syariah, meningkatkan perlindungan nasabah, serta 
mewujudkan tata kelola pembiayaan murābahah yang lebih akuntabel, konsisten, dan 
berorientasi pada kepastian hukum. 
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